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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PENGGUNAAN
IJAZAH PALSU PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 1484 K/PID.SUS)

AHMAD ALDIANTO

Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana terkait penggunaan ijazah palsu
dalam pemilihan kepala desa, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021. Pemalsuan ijazah merupakan pelanggaran serius
yang tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mengancam legitimasi
kepemimpinan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada pelaku pemalsuan ijazah
dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan
pendekatan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan mencakup peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan ijazah memenuhi unsur tindak
pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kasus ini, terdakwa
dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim meliputi tingkat kesalahan
terdakwa, dampak sosial dari perbuatan tersebut, serta rekam jejak terdakwa.
Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan administratif dan
kurangnya kesadaran hukum di masyarakat berkontribusi terhadap maraknya
praktik pemalsuan ijazah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem
seleksi calon kepala desa dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk
mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang
lebih ketat dan efektif dalam menangani pemalsuan dokumen di Indonesia,
sehingga proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan dengan lebih transparan
dan akuntabel.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemilihan Kepala Desa
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ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE CASE OF USING FAKE
DIPLOMAS IN VILLAGE HEAD ELECTIONS
(A STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION 1484 K/PID.SUS/2021)

AHMAD ALDIANTO

This thesis discusses criminal responsibility related to the use of fake diplomas in
village head elections, focusing on the Supreme Court Decision Number 1484
K/Pid.Sus/2021. The forgery of diplomas is a serious violation that not only
undermines democratic values but also threatens the legitimacy of leadership at the
village level. This research aims to analyze how criminal responsibility is applied
to perpetrators of diploma forgery and the factors considered by judges in imposing
sanctions. The method used in this research is normative legal research with a
literature study approach. The data collected includes legislation, jurisprudence,
and relevant legal literature. The results of the study indicate that the act of diploma
forgery meets the elements of a criminal offense as regulated in Article 263 of the
Criminal Code and Article 67 of Law Number 20 of 2003 concerning the National
Education System. In this case, the defendant was sentenced to one year in prison
and fined IDR 50,000,000. Factors considered by the judge include the level of the
defendant's fault, the social impact of the act, and the defendant's criminal record.
This research also reveals that weak administrative oversight and a lack of legal
awareness in society contribute to the prevalence of diploma forgery practices.
Therefore, reforms in the selection system for village head candidates and increased
legal awareness in the community are necessary to prevent similar cases in the
future. Thus, this research is expected to contribute to formulating stricter and more
effective policies in addressing document forgery in Indonesia, ensuring that the
democratic process at the village level can proceed in a more transparent and
accountable manner.

Keywords: Responsibility, Criminal Offense, Village Head Election
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia adalah
supremasi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum?. Dalam hal ini, setiap warga
negara wajib menaati aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam proses

demokratis seperti pemilihan kepala desa.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas
kepemimpinan, termasuk di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, dan bertanggung jawab.? ljazah sebagai dokumen resmi pendidikan
menunjukkan pencapaian akademik seseorang dan memiliki implikasi hukum
dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memenuhi persyaratan

pencalonan kepala desa.

Dalam pemilihan kepala desa, persyaratan administratif telah ditetapkan

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta diperkuat oleh

1 P.A.F Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum
Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hIm 45.

2 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, him 78.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa. Salah satu syarat utama adalah bahwa calon kepala desa harus

memiliki ijazah minimal setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)3.

Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala desa memiliki
tingkat pendidikan yang cukup guna menjalankan tugasnya dengan baik dan
memahami aturan yang berlaku dalam pemerintahan desa. Namun, dalam
praktiknya, ditemukan berbagai kasus di mana calon kepala desa menggunakan
ijjazah palsu sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan administratif.
Fenomena ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang tidak hanya
mencederai nilai demokrasi, tetapi juga mengancam legitimasi kepemimpinan
desa’. Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021, di mana seorang calon kepala
desa terbukti menggunakan ijazah palsu dalam proses pencalonannya. Dalam
kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa satu tahun penjara dan

denda sebesar Rp50.000.000.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan pemalsuan ijazah dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana
diatur dalam Pasal 263-264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).®

Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja membuat atau

3 Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, him
112.

4 Soekanto, Soerjono, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Rajawali Pers, Jakarta, him 90.

5> Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, hIm 130.



menggunakan surat palsu dengan maksud untuk menyesatkan orang lain dapat
dikenai sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur sanksi terhadap pemalsuan
ijazah, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius

dalam sistem pendidikan nasional.

Dampak dari penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa tidak
hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan
etis yang luas. Kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat
desa dapat menurun apabila kepala desa yang terpilih tidak memenuhi syarat
akademik yang ditetapkan. Selain itu, seorang kepala desa yang tidak memiliki
kompetensi yang sah berpotensi menghadapi kendala dalam menjalankan tugas

pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif.

Dalam perspektif sosiologis, pemalsuan ijazah dalam pemilihan kepala
desa juga mencerminkan masalah moral dan integritas dalam dunia politik. Hal
ini menunjukkan bahwa masih terdapat oknum yang lebih mementingkan ambisi
pribadi dibandingkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu,
tindakan pemalsuan ijazah dapat memicu efek domino di mana pejabat publik
lainnya mungkin terdorong untuk melakukan praktik serupa, yang pada akhirnya
merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sisi penegakan hukum,
meskipun terdapat ketentuan pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah, masih
terdapat tantangan dalam membuktikan serta menindak tegas kasus-kasus
serupa. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan administratif, kurangnya

koordinasi antar-lembaga terkait, serta proses pembuktian yang rumit menjadi



kendala dalam menegakkan hukum secara efektif.

Fenomena penggunaan ijazah palsu juga dapat dikaitkan dengan
rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu yang
masih menganggap bahwa pemalsuan ijazah bukanlah pelanggaran serius,
padahal dampaknya sangat merugikan tidak hanya bagi sistem pendidikan, tetapi
juga bagi pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya edukasi
hukum terkait konsekuensi pemalsuan dokumen menyebabkan praktik ini terus
berlangsung di berbagai sektor, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Selain
itu, kurangnya sanksi sosial bagi pelaku pemalsuan ijazah juga menjadi faktor
yang memperburuk masalah ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih
menoleransi tindakan tersebut karena menganggapnya sebagai hal yang lumrah
dalam upaya mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan desa.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
merumuskan kebijakan yang lebih ketat dalam mencegah dan menangani kasus
penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa. Dengan kajian yang
mendalam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi serta meningkatkan
efektivitas penegakan hukum terkait tindak pidana pemalsuan dokumen. Oleh
karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban
pidana bagi pelaku penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa,
termasuk faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan.



Dengan adanya kajian yang lebih komprehensif, diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum dalam
kasus-kasus serupa serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan hukum yang
lebih efektif dalam mencegah dan menangani pemalsuan ijazah di masa
mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji: Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penggunaan ljazah Palsu
Pada Pemilihan Kepala Desa, Dengan Studi Kasus Pada (Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021).

. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam kasus
penggunaan ijazah palsu pada proses pemilihan kepala desa? (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021)

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan
putusan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna ijazah palsu dalam
pemilihan kepala desa?(Studi Putusan Mahmakah Agung Nomor 1484

K/Pid.Sus/2021)



C. Ruang lingkup

Fokus penelitian ini adalah membahas pertanggungjawaban pidana
dalam kasus penggunaan ijazah palsu pada pemilihan kepala desa dan faktor
faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana

terhadap pelaku penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat

penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku
penggunaan ijazah palsu pada pemilihan kepala desa (Studi putusan
Mahkamah Agung 1484 k/pid.sus/2021).

2. Untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan
putusan sanksi pidana terhadap pelaku yang menggunakan ijazah palsu
dalam pemilihan kepala desa (Studi putusan Mahkamah Agung 1484

k/pid.sus/2021).

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik
bermanfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan IImu Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang
hukum pidana. Dengan melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana
terkait penggunaan ijazah palsu berdampak pada pemilihan kepala desa,
penelitian ini akan menambah wawasan tentang penerapan hukum dan

sanksi yang relevan.



2. Manfaat Praktis
Bagi Penegak Hukum: Studi ini membantu penegak hukum memahami dan

menangani kasus penggunaan ijazah palsu. Dengan memahami mekanisme
pertanggungjawaban pidana yang tepat, penegak hukum dapat
menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku dengan lebih
baik.

Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya pemilihan kepala desa yang jujur dan adil. Masyarakat
diharapkan lebih cerdas dalam memilih pemimpin mereka setelah

memahami konsekuensi hukum dari penggunaan ijazah palsu.

E. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan kajian dalam penelitian ini perlu
dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah
yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai
criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya mencakup
lebih dari sekedar masalah hukum. Terkait dengan prinsip-prinsip moral atau
norma umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat
tertentu, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang bersalah atas

tindakan pidana diberikan pertanggungjawaban yang adil.®

® Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Rajawali
Pers, Jakarta, him 15.



2. Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa, juga dikenal sebagai pilkades, adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa untuk memilih pemimpin yang
adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur.’
3. ljazah Palsu
Menurut Abdusy Syakur Amien, rektor Universitas Garut (UNIGA) di
Jawa Barat, ada tiga jenis ijazah palsu: ijazah yang secara fisik mirip dengan
yang sebenarnya, asli tetapi palsu, dan asli tidak dipertanggungjawabkan

secara hukum.®

"Jimly Asshiddigie, 2019, Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia, Konstitusi Press,
Jakarta, him 45.

8 Dikutip dari viva.co.id, https://www.viva.co.id/berita/nasional/632301-ada-tiga-
kategori-ijazah-palsu, diakses pada sabtu 23 November 2024, pukul 21.19 wib



F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Setelah meninjau berbagai penelitian sebelumnya, dapat digunakan

sebagai referensi untuk penelitian ini. Meskipun topik pembahasan serupa,

namun penelitian berbeda jauh.

NO

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Mutia Puspita
Devi, Rofikah

ANALISIS HUKUM
PIDANA TERHADAP
PEMALSUAN 1JAZAH
DAN SURAT
KETERANGAN HASIL
UJIAN NASIONAL DI
INDONESIA (Studi
Putusan Nomor
373/Pid.B/2015/PN.MPw)
(Skripsi Mutia Puspita)

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pelaku yang
memalsukan ijazah dan
SKHUN memenuhi syarat
untuk  bertanggung jawab
pidana. Menurut keputusan
Nomor
373/Pid.B/2015/PN.Mpw,
pelaku terbukti telah
melakukan  penipuan  dan
pelanggaran hukum lainnya.
pasal 263 ayat (1) KUHP,
tetapi Undang-Undang nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 67
ayat (1) mengatur pemalsuan
ijazah. Sesuai dengan asas
bahwa lex specialis derogat
legi generali, aturan yang
disebutkan dalam ayat satu
Pasal 67 digunakan. Karena
SKHUN  merupakan akta
autentik, ketentuan Pasal 264
ayat (1) KUHP lebih tepat
digunakan untuk pemalsuan
SKHUN karena dua aturan
pidana mengatur pemalsuan
surat berupa ijazah dan
SKHUN palsu. Karena
Concurcus Idealis, aturan
terberat, yaitu Pasal 67 ayat (1)
Undang-undang No 20 Tahun
2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
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Slamet  Riyadi,
Zuhdi Arman

Analisis Yuridis Putusan
Bebas Pada Dakwaan
Tindak Pidana Pemalsuan
ljazah (Jurnal Malaka Law
Review)

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, meskipun Pasal 263
KUHPidana secara Kkhusus
mengatur  tindak  pidana
pemalsuan surat,
pertanggungjawaban atas
pemalsuan ijazah diatur dalam
Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat
(1), dan Pasal 69 ayat (1) UU
Sisdiknas. Menurut uu
Sisdiknas, pemalsuan ijazah
memiliki konsekuensi penjara
dan denda. Ancaman maksimal
pidana penjara di UU Sisdiknas
lebih rendah daripada di UU
KUHPidana.

Ali Lating,
Rahmat Suaib,
Bakri La Suhu

KONFLIK SOSIAL
ANTAR MASYARAKAT
PASCA  PEMILIHAN
KEPALA DESA (Studi di
Desa Mano Kec. Obi
Selatan Kabupaten
Halmahera Selatan)
(Jurnal KAWASA Volume
VII)

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ketidaksepakatan antara
pemerintah desa dan anggota

masyarakat, serta
keberpihakan panitia
pemilihan, menyebabkan

konflik sosial pasca pemilihan
kepala desa di Desa Mano.
terhadap kandidat kepala desa

yang menggunakan ijazah
palsu dan adanya SK Pjs
Kepala Desa Mano yang

dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan. Selama  bertahun-
tahun, konflik sosial telah
muncul. Mediasi telah
dilakukan antara pihak
kecamatan, Kapolres, Tokoh
Agama, dan masyarakat, tetapi
tidak mencapai kesepakatan
untuk berdamai. Akibatnya,
konflik kembali muncul.
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Berdasarkan hasil analisis dari beberapa penelitian yang membahas
pemalsuan ijazah dan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN), dapat ditarik
kesimpulan bahwa praktik ini merupakan bentuk pelanggaran hukum serius yang
tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merusak integritas sistem
pendidikan nasional. Dalam konteks hukum pidana, pemalsuan dokumen
pendidikan telah diatur secara jelas baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), terutama pada Pasal 263 dan Pasal 264, maupun dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
khususnya pada Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (1).

Penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam kasus-kasus
pemalsuan ijazah menjadi penting karena menunjukkan bahwa ketentuan yang lebih
khusus dalam undang-undang sektoral seperti UU Sisdiknas lebih layak digunakan
daripada KUHP dalam perkara tertentu, mengingat substansi pelanggarannya
berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. Studi kasus yang diangkat dari
Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw menjadi contoh konkret bagaimana
pelaku pemalsuan ijazah dapat diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman.
Dalam kasus ini, pelaku terbukti melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab
secara hukum, sehingga pengadilan menerapkan ketentuan pidana berdasarkan
UU Sisdiknas yang dianggap lebih relevan.

Di sisi lain, temuan dari penelitian lain yang menyoroti pemalsuan ijazah
dalam konteks pemilihan kepala desa mengungkapkan bahwa pemalsuan dokumen
pendidikan tidak hanya berdampak secara hukum, melainkan juga bisa memicu

konflik horizontal di masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Mano, Halmahera
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Selatan, konflik sosial muncul akibat ketidakterimaan masyarakat terhadap
kandidat kepala desa yang menggunakan ijazah palsu. Hal ini menunjukkan bahwa
pemalsuan ijazah memiliki implikasi luas®, tidak terbatas pada aspek hukum, tetapi
juga menyentuh dimensi sosial dan politik.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa lemahnya sistem verifikasi terhadap
dokumen pendidikan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin meraih
keuntungan pribadi, baik untuk tujuan pekerjaan, pendidikan lanjut, maupun posisi
strategis dalam pemerintahan desa. Akibatnya, bukan hanya hukum yang dilanggar,
tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintahan
ikut terkikis. Ketika masyarakat merasa bahwa seseorang yang menggunakan
dokumen palsu dapat lolos dan bahkan menduduki jabatan penting, hal ini
berpotensi menciptakan ketidakpercayaan dan kegaduhan sosial yang berlarut-
larut. Apalagi jika proses penyelesaian konflik tidak menemui titik terang karena
lemahnya upaya mediasi atau kurang netralnya pihak-pihak yang terlibat. Selain
itu, penting juga dicermati bahwa sanksi yang diatur dalam UU Sisdiknas relatif
lebih ringan dibandingkan KUHP, padahal dampak sosial yang ditimbulkan bisa
lebih besar.

Hal ini menimbulkan dilema tersendiri dalam praktik peradilan. Di satu sisi,
penerapan UU Sisdiknas lebih sesuai dengan konteks pelanggaran, tetapi di sisi lain,
hukuman yang dijatuhkan mungkin belum cukup memberikan efek jera. Oleh karena
itu, perlu adanya evaluasi terhadap bobot ancaman pidana dalam undang-undang

sektor pendidikan, agar mampu mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran

%Ali Lating, Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa, Jurnal
KAWASA, Vol 5
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yang dilakukan. Secara keseluruhan, pemalsuan ijazah dan SKHUN merupakan
bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang remeh. Kejahatan ini berdampak
ganda, baik terhadap individu maupun institusi, serta menimbulkan kerugian secara
struktural dan kultural dalam masyarakat. Apalagi jika pemalsuan tersebut
dilakukan oleh orang yang memiliki niat untuk mendapatkan posisi strategis di
masyarakat, maka kejahatan ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan faktor
kekuasaan dan manipulasi sosial. Oleh sebab itu, penanganan terhadap kasus-kasus
pemalsuan ijazah harus dilakukan dengan pendekatan hukum yang tegas,
transparan, dan mempertimbangkan aspek keadilan sosial.

Melihat kompleksitas dan luasnya dampak dari pemalsuan ijazah serta
SKHUN, maka diperlukan sejumlah langkah strategis untuk menanggulangi
persoalan ini, baik dari sisi hukum, pendidikan, maupun sosial masyarakat.
Pertama-tama, pemerintah bersama dengan institusi pendidikan harus memperkuat
sistem otentikasi dan validasi dokumen pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui
digitalisasi data ijazah dan SKHUN, serta pengembangan sistem informasi yang
dapat diakses publik untuk mengecek keaslian dokumen. Dengan sistem yang
transparan dan dapat diverifikasi secara real-time, peluang bagi pelaku untuk
memalsukan dokumen akan semakin kecil. Sekaligus, masyarakat pun dapat turut
serta menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial terhadap dokumen pendidikan
yang digunakan dalam berbagai keperluan.

Kedua, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara KUHP dan UU
Sisdiknas dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen

pendidikan. Jika perlu, dilakukan revisi terhadap Pasal 67 hingga Pasal 69 UU
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Sisdiknas agar ancaman pidananya setara dengan beratnya dampak yang
ditimbulkan. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga perlu diberikan
pemahaman dan pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut
dokumen pendidikan, mengingat banyak kasus di lapangan yang justru tidak

ditindak karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan sektoral.

Ketiga, dalam konteks sosial dan politik, panitia pemilihan dan otoritas
lokal wajib menerapkan standar verifikasi dokumen yang ketat terhadap setiap
calon pemimpin yang akan bertarung dalam pemilihan. Jangan sampai
ketidaktegasan dalam proses ini menjadi pemicu ketegangan sosial, seperti yang
terjadi di beberapa desa. Proses verifikasi harus dilakukan secara terbuka dan
disaksikan oleh unsur masyarakat untuk menjaga akuntabilitas. Selain itu,
keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat keamanan dalam upaya
mediasi perlu ditingkatkan kualitasnya, dengan memastikan bahwa mediasi tidak
hanya menjadi formalitas tanpa hasil, melainkan proses yang mengedepankan

dialog, rekonsiliasi, dan kesepakatan bersama.

Selanjutnya, pendidikan hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan,
khususnya terkait pemalsuan dokumen dan dampaknya. Melalui sosialisasi yang
berkelanjutan di lingkungan sekolah, kampus, kantor desa, dan ruang publik
lainnya, masyarakat dapat diberikan pemahaman bahwa pemalsuan dokumen
bukanlah pelanggaran sepele. Bahkan, dalam konteks tertentu, kejahatan ini bisa
merugikan satu komunitas atau daerah secara keseluruhan. Pendidikan hukum
ini juga penting untuk membangun kesadaran hukum sejak dini, agar generasi muda

memahami pentingnya kejujuran dan integritas dalam meraih prestasi dan karier.
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Terakhir, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan,
lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang
kondusif terhadap budaya kejujuran dan tanggung jawab. Hanya dengan sinergi
yang kuat, kasus-kasus pemalsuan ijazah bisa ditekan, dan dampaknya terhadap
kehidupan sosial serta hukum bisa diminimalisasi. Jangan sampai kita membiarkan
celah hukum dan lemahnya pengawasan menjadi pintu masuk bagi orang-orang
yang tidak bertanggung jawab untuk merusak sistem yang telah dibangun dengan

susah payah.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum
normatif (Normatif legal research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan
bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, asas serta
peraturan perundang undangan.® Dalam penelitian ini mengutamakan studi
kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang
undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer, seperti undang-undang, yurisprudensi, dan
perjanjian internasional. Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana pada pasal 263-264 KUHP adalah contoh bahan hukum yang

memiliki kekuatan hukum.

10 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum,
oase pustaka, Jakarta, him 29.
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2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan dan
analisis mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan doktrin dari
para ahli hukum. Sumber terpercaya untuk informasi ini dapat ditemukan di

situs hukum seperti Hukumonline dan publikasi akademis lainnya®!.

. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan
penjelasan, interpretasi, atau panduan mengenai sumber hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara
langsung, tetapi berfungsi untuk membantu memahami dan menerapkan

hukum?2.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada isi skripsi ini adalah pendekatan yang
digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum, peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri, Undang-undang, dan doktrin hukum yang ada. Metode
penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap teks hukum dan
prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana norma-norma tersebut

diterapkan dalam praktik.

WIB

11 Dikutip dari https://www.hukumonline.com., diakses pada 13 April 2025, Pukul 10.55

12 John Doe, 2020, Pengantar Hukum dan Sumber-sumber Hukum, Penerbit Hukum,

Jakarta, hlm 45.


https://www.hukumonline.com/
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H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB |

BAB II

BAB Il

BAB IV

Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup,
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
Tinjauan Pustaka

Pada bab ini ditulis tentang Tinjauan pustaka, yaitu: Tinjauan Umum
Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tentang
Pemilihan Kepala Desa, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pada
Pemilihan Kepala Desa.

Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai kajian pertanggungjawaban pidana
dalam kasus penggunaan ijazah palsu pemilihan kepala desa (studi
putusan Mahkamah Agung 1484 k/pid.sus/2021) dan faktor-faktor yang
menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan sanksi pidana

terhadap pelaku pengguna ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa.

Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
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